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JUDUL NASKAH PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA
JAMINAN DAN KREDIT: ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)
(Studi Pada Kantor Cabang Pembantu Bank Tabungan Negara)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis terhadap perjanjian
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) seperti bentuk dan isi perjanjian Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) pada Bank BTN , Tanggung jawab hukum pada para pihak dalam
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta untuk menegetahui masalah-
masalah yang timbul dalam KPR dan solusi untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi oleh Bank BTN. Untuk mencapai tujuan tersebut telah
dilakukan penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif, sumber data yang
digunakan data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, tehnik pengumpulan data menggunakan analisis data
kualitatif. Hasil kajian diperoleh bahwa berdasarkan penelitian bentuk dan isi
perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sudah ditentukan oleh pihak Bank
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Tanggung jawab hukum pada para pihak dalam Perjanjian Kredit Pemilikan
Rumah (KPR), Pihak Bank mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan dana
kepada debitur sesuai dengan nilai yang sudah disetujui oleh pihak Bank. Dana
tersebut akan digunakan untuk membeli rumah dengan cara kredit dan debitur
mempunyai tanggung jawab kepada Bank untuk membayar angsuran setiap
bulannya sesuai dengan yang telah disepakati sampai dengan lunas. Sedangkan
masalah yang dihadapi dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah adanya debitur
yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar, dan apabila debitur tidak
memenuhi tanggungjawabnya dan tidak memiliki itikad baik maka Bank akan
menempubh jalur pengadilan atau akan di jual ke orang lain.

Kata Kunci : analisis yuridis, perjanjian, kredit, kredit kpr.

Abstract

This study aims to determine the juridical analysis of the Home Ownership Credit
(KPR) agreement such as the form and content of the Home Ownership Credit
(KPR) agreement at Bank BTN, legal liability to the parties in the Home
Ownership Credit Agreement (KPR), and to find out the problems problems that
arise in the KPR and solutions to resolve the problems faced by Bank BTN. To
achieve these objectives empirical legal research has been carried out, the nature
of descriptive research, the data sources used are primary data and secondary data
which includes primary legal materials, secondary legal materials, data collection
techniques using qualitative data analysis.

The results of the study found that based on research the form and content of the
mortgage agreement (KPR) has been determined by the Bank as Undang-Undang
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Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Legal liability to the parties in the
Home Loan Agreement (KPR), the Bank has the responsibility to provide funds to
the debtor in accordance with the value agreed by the Bank. The funds will be
used to buy a house by way of credit and the debtor has a responsibility to the
Bank to pay installments every month in accordance with what was agreed upon
until the full payment. While the problems faced in the Home Ownership Credit
agreement are debtors who do not fulfill their obligations to pay, and if the debtor
does not fulfill his responsibilities and does not have good faith, the Bank will
take the court or be sold to someone else.

Keywords: juridical analysis, agreement, credit, KPR credit.

1. PENDAHULUAN

Hukum dan industri sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan yang
merupakan ibadah kepada Allah SWT.(integrated) yang memberi efek
terwujudnya masyarakat utama. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari
pembagunan nasional, merupakan pengembangan sumberdaya manusia
berdasarkan nilai-nilai keislaman dan memberi arah perubahan terhadap
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia dituangkan dalam Pasal
33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menghadapi pembangunan perekonomian nasional yang senantiasa
bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin
kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian
kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan, untuk mendorong program
pemerintah. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus
senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai
unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan pada
lingkungan yang selalu menyebabkan terjadinya peristiwa yaitu perubahan yang
harap pada segi positif dan negatif. Segi positif disebut sebagai hasil
pembangunan, sedangkan segi negatif disebut dengan istilah dampak dari
pembangunan. Konsep pembangunan di Indonesia dikenal dengan istilah

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yaitu pembangunan
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yang dilakukan oleh manusia sehingga dapat digunakan untuk mencukupi
kebutuhan sekarang dan untuk masa yang akan datang. Dalam mewujudkan
pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah telah memberikan berbagai
kebijakan, di antaranya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat dengan jalan
pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan, baik bank pemerintah maupun
bank swasta nasional sebagai salah satu sumber mendapatkan dana atau modal
kerja. Berbagai lembaga keuangan, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana
bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain

dalam bentuk kredit perbankan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris,
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer serta
didukung dengan data sekunder berupa laporan-laporan yang diperoleh dilokasi
penelitian serta bahan pustaka lainnya. Menurut Sorjono Soekanto pada penelitian
hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian
dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan perundang-undangan.
Sementara data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh
dari sumber yang tidak langsung yang dapat memberikan keterangan tentang
masalah yang diteliti seperti literatur, dokumen, arsip-arsip, dan peraturan
perundang-undangan yang terkait. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka penulis
dalam penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasikan hukum, dalam hal ini
perundang-undangan yang mengatur tentang Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah
(KPR). Jenis Penelitian, Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yaitu suatu
penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan,
atau gejala-gejala lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti data primer serta didukung dengan data sekunder berupa laporan-laporan

yang diperoleh dilokasi penelitian serta bahan pustaka lainnya. Penelitian ini
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dilaksanakan di Kantor Cabang Pembantu Bank Tabungan Negara. Jenis Data,
Data Primer vyaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dalam
menggunakan tehnik wawancara dan undang-undang. Data Sekunder yaitu data
yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca jurnal, buku,
literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah

yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah

Berdasarkan hasil penelititan dan pembahasan pada bulan Maret 2020, maka
diperoleh data sebagai berikut, Dalam suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam
dua bentuk yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Untuk kedua bentuk
tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat
dilaksanakan oleh para pihak. Tapi bila perjanjian dibuat secara tertulis dapat
dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi permasalahan.
Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu
hal.

Perjanjian di Bank BTN dibuat perjanjian dibawah tangan. Perjanjian
dibawah tangan adalah perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank
kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan
mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah mempersiapkan formulir perjanjian
dalam bentuk standar (standardform) yang isi, Syarat-syarat dan ketentuannya
disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan
agar tidak mudah dibantah atau disangkal mengenai kebenaran tanda tangan yang
ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian, maka akta tersebut
harus dilegalisasi.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dinamakan akta
notariil atau akta otentik. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta otentik
atau akta notariil mempunyai kekuatan apa adanya. Maka perjanjian tersebut

harus dilegalisasi oleh seorang notaris. Legalisasi yaitu pernyataan dari pejabat
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yang berwenang mengenai kebenaran tanda tangan, tanggal dan tempat dibuatnya
akta tersebut.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan produk kredit yang diberikan
olen bank kepada nasabah untuk pembelian rumah, namun pada
perkembangannya oleh pihak perbankan fasilitas KPR dibagi menjadi menjadi 2
yakni KPR Subsidi, dan KPR Non Subsidi.

Dari uraian di atas penulis menganalisa bahwa antara kreditur dengan
debitur telah melaksanakan perjanjian sudah sesuai dengan oleh Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11. Bentuk dan isi perjanjian Kredit
Pemilkan Rumah (KPR) di Bank BTN telah dibuat perjanjian sesuai dengan
ketentuan di Bank BTN dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) bentuk dan isinya telah diatur dalam
Peraturan Kepala BPN Rl Nomor 8 Tahun 2012. Dan menganut teori dari KRMT
Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum
berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan
akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang.

3.2 Tanggung Jawab Hukum pada para pihak dalam Perjanjian Kredit

Pemilikan Rumah (KPR)

Berdasarkan hasil penelititan dan pembahasan pada bulan Maret 2020, maka
diperoleh data sebagai berikut; Berdasarkan uraian diatas maka tanggung jawab
Bank adalah tanggung jawab pihak bank dalam perjanjian Kredit Pemilikan
Rumah ini memberikan kredit kepada debitur yang akan membeli rumah dengan
cara kredit dan dapat memberikan kemudahan bagi debitur untuk dapat memiliki
rumah dan melaksanakan isi perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini yang
sudah ditentukan sebelum terjadinya kesepakatan antara pihak kreditur dengan
debitur.

Sedangkan Tanggungjawab debitur adalah Debitur wajib membayar
provisi selambat-lambatnya pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Debitur
membayarkan sejumlah uang kepada Bank yang dibayarkan setiap bulannya

sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati sampai hutang lunas,
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Debitur wajib membayar bunga Bank dengan suku bunga sebagimana yang telah
diperjanjikan, Debitur wajib untuk menempati rumah yang dijadikan jaminan
kredit, sepanjang dan selama debitur memenuhi dengan baik semua kewajiban-
kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit.

Dari uraian di atas dapat penulis analisa bahwa antara kreditur dengan
debitur di Bank BTN telah melaksanakan perjanjian sudah sesuai dengan apa yang
sudah di perjanjikan, dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan, bentuk dan isi-isi buku tanah Hak Tanggungan dan
hal-hal lain yang berkaitan dengan tata cara pemberian dan pendaftaran Hak
Tanggungan ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan sesuai dengan Pasal
1338 KUH Perdata.

3.3 Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam KPR dan solusi

Berdasarkan hasil penelititan dan pembahasan pada bulan Maret 2020, maka
diperoleh data sebagai berikut; Perjanjian antara kreditur dan debitur tidak
selamanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tidak terlaksananya
suatu perjanjian seperti yang di rencanakan disebabkan oleh timbulnya halangan
atau masalah yang terjadi pada masa perjanjian itu berjalan, tetapi dengan adanya
itikad baik dari para pihak maka permasalahan atau halangan yang ada dapat di
selesaikan dengan baik. Adapun masalah-masalah yang timbul dalam Kredit
Pemilikan Rumah di Bank BTN, antara lain masalah-masalah yang sering
dihadapi oleh Bank BTN sebagai salah satu Bank yang memberikan fasilitas
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur adalah masalah wanprestasi dari
debitur dimana debitur tidak melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya
terhadap kreditur. Pemberian kredit oleh Bank BTN mempunyai resiko pada Bank
itu sendiri. Resikonya adalah pihak debitur tidak membayar angsuran yang
disebabkan oleh suatu hal tertentu yang tidak dikehendaki oleh Bank BTN inilah
yang disebut dengan wanprestasi.

Dari uraian di atas penulis dapat menganalisa bahwa masalah-masalah

yang dihadapi Bank BTN dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah adalah
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masih adanya debitur yang dalam pembayaran angsuran tidak sesuai dengan
perjanjian yang sudah disepakati dan di setujui pada saat penandatanganan
Perjanjian Kredit. Bahkan masih ada debitur yang wanprestasi, tidak bisa
membayar angsuran setiap bulannya ataupun tidak bisa membayar angsuran sama

sekali, sehingga menimbulkan kredit macet.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Bahwa bentuk dan isi perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di
Bank BTN sudah sesuai dengan ketentuan tentang perjanjian Kredit Pemilikan
Rumah (KPR). Kreditur dengan debitur telah melaksanakan perjanjian yang telah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Sedangkan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) bentuk dan isinya telah diatur dalam
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012.

Kedua, Tanggung jawab hukum pada para pihak dalam perjanjian Kredit
Pemilikan Rumah (KPR), Pihak Bank mempunyai tanggung jawab untuk
menyediakan dana kepada debitur sesuai dengan nilai yang sudah disetujui oleh
pihak Bank. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli rumah dengan cara
kredit dan debitur mempunyai tanggung jawab kepada Bank untuk membayar
angsuran setiap bulannya sesuai dengan yang telah disepakati sampai dengan
lunas.

Ketiga, Masalah-masalah yang dihadapi Bank BTN dalam pemberian
Kredit Pemilikan Rumah adalah masih adanya debitur yang dalam pembayaran
angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan di setujui pada
saat penandatanganan Perjanjian Kredit. Bahkan masih ada debitur yang
wanprestasi, tidak bisa membayar angsuran setiap bulannya ataupun tidak bisa
membayar angsuran sama sekali, sehingga menimbulkan kredit macet.

4.2 Saran
Pertama, Kepada setiap debitur Bank BTN sebelum penandatanganan perjanjian

kredit sebaiknya debitur lebih memahami dan mengerti isi dari perjanjian Kredit
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Pemilikan Rumah (KPR) dan tidak langsung menandatangani sebelum benar-
benar mengerti isi perjanjian.

Kedua, Pihak debitur seharusnya bertanggung jawab untuk membayar
angsuran setiap bulan tepat waktu sehingga tidak merugikan pihak debitur. Dan
sebelum mengambil kredit pemilikan rumah harus sudah dipikirkan matang-
matang untuk pembayaran angsuran kedepannya. Agar tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan dikemudian hari.

Ketiga, Untuk memberikan KPR pihak bank diharapkan lebih selektif

dalam menilai dan memilih debitur.
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